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ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL
YANG MENYALAHGUNAKANNYA SEHINGGA

MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

OLEH

MAYANG PRAMATA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Pemilik
Senjata Api Legal Yang Menyalahgunakannya Sehingga Mengakibatkan
Hilangnya Nyawa Seseorang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini
adalah : Bagaimana sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang
menyalahgunakannya dan Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi
penyalahgunaan senjata api legal. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian
hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak
menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Sanksi
Pidana bagi  pelaku penyalahgunaan senjata api akan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan
dengan suatu tindak pidana yang terjadi. Maka harus dilihat lagi bagaimana
seseorang bisa menyalahgunakan senjata api tersebut. Bilamana tindakan
karena kelalaiannya  menyebabkan matinya seseorang maka dapat dikenakan
pidana dengan menerapkan Pasal 359 yang isinya “barang siapa karena
salahnya menyebabkan matinya orang dihukum selama-lamanya 5 tahun atau
kurungan selama-lamanya satu tahun” dan bilama mana senjata api tersebut
disalahgunakan untuk melakukan pembunuhan maka dapat dikenakan Pasal
338 tentang Pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun. Dan Upaya Pencegahan Supaya tidak Terjadi Penyalahgunaan Senjata
Api Legal adalah dengan menerapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948
tentang Senjata api, memperketat pemberian pendaftaran dan izin pemakaian
senjata api, melakukan razia secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan
bagi pemegang senajata api tersebut secara berkala.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Senjata Api
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan

pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan

kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat

Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai

kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang

adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila

tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang

harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat

berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan

norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang

berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan

masyarakat Indonesia mengalami krisis moral, hal tersebut dapat dilihat

dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap

tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  dengan  tingkat

kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma
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atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi

kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan

tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang di gunakan ada yang

melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat

adalah pembunuhan. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini

sangat memungkinkan orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara

kekerasaan. Dengan berkembangnya tindak pidana pembunuhan maka

berkembang pula permasalahan-permasalahan lainnya. Salah satu yang

sering dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara

bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang

ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu

lembaga yang berwenang. Namun walaupun telah ada peraturan-

peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar

peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang

milik orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain kejahatan ini

di atur dalam buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di

singkat dengan KUHP.

KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materil, dimana

memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana

tertentu, yang mana pembuatan-pembuatan tersebut  dilarang untuk
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dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa

yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan

dikenakan sanksi menurut Undang-undang yang berlaku.

Istilah tindak pidana sering di gunakan oleh pembuat Undang-

undang sebagai terjemahan dari Delict, kata “delik” berasal dari bahasa

latin yakni delictum, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Delik

adalah Tindak pidana atau perbuatan pidana.1)

Maka dari pengertian delik diatas yang sering digunakan oleh

negara kita yaitu menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum

melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang telah

ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”. Perbuatan dan orang yang

melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus

memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat

Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak

usaha maupun upaya dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk

menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak

pidana masih tetap terjadi.

1 ) J.C.T Simorangkir dkk, 2019, Kamus Hukum, sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 35.
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Tindak pidana yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari penipuan,

pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya

dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus

operandinya terhadap beberapa tindak pidana masih menggunakan cara-

cara konvensional. Demikian pula sasarannya masih bersifat materil

(ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil,

dimana menodongkan senjata itu tidak hanya pada spesifikasi tindak

pidana pembunuhan dengan cara kekerasaan melainkan motif dendam.

Didalam kehidupan bermasyarakat tindak pidana kekerasaan

dengan membunuh ini termasuk dalam katagori kejahatan terhadap

hilangnya nyawa seseorang, dimana yang sering terjadi diwilayah hukum

Indonesia, sehingga dalam kenyataan telah terbukti bahwa pembunuhan

dengan cara kekerasaan ini hanya dapat dicegah dan di tanggulangi, akan

tetapi sulit untuk di berantas dengan tuntas, semakin tinggi kemampuan

manusia. Manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain

berupa semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk

melakukan kejahatan.

Adapun alat yang  digunakan untuk melakukan tindak pidana

pembunuhan dengan kekerasaan ini berupa : senjata tajam, senjata benda

tumpul, dan senjata api baik yang legal maupun ilegal. Dimana senjata

tajam meliputi : golok, pisau, silet, celurit, pedang dan lain sebagainya.

Sedangkan senjata benda tumpul meliputi : kayu balok, serta batu. Senjata
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api yang legal yaitu senjata api yang telah memiliki surat izin. Sedangkan

senjata api yang ilegal yaitu senjata api yang tidak memiliki surat izin

yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang meliputi : senjata

api rakitan kecepek,dll

Beberapa tindak pidana yang terjadi seperti Pencurian,

pembunuhan, seperti yang sering diberitahukan oleh media massa, pelaku

tidak jarang menggunakan senjata api, padahal sesunggunya ketentuan

mengenai senjata api sudah di atur sejak tahun 1951, melalui UU

No.12/Drt 1951

Pasal 1 Ayat (1) berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata
api, amunisi, atau, sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman
mati atau hukuman penjara seumur hudup atau hukuman penjara
sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dari Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa perbuatan

membawa dan menggunakan senjata api bagi yang bukan profesi atau

alasan tertentu yang memperolehkan untuk membawa dan

menggunakan senjata api. Merupakan perbuatan yang dilarang

Undang-Undang dan diancam dengan pidana mati atau pidana

penjara.
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Senjata api adalah senjata yang mampu mengeluarkan satu atau

sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Adapun pengertian

senjata api dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951

yaitu:

Senjata api dan amunisi adalah segala barang sebagaimana

diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api

(Vuurwapenregeling in-uit-, doorvoer en lossing) 1936 ( stbl.1937

no.170), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata

yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang

ajaib (merkwaardigheid), bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak

dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat

dipergunakan.

Walaupun secara yuridis formal (dengan diberlakukannya

Undang-undang No.12/Drt/1951. Tentang senjata api, bahan peledak,

amunisi, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk),  telah

diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau

pidana sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun terhadap pelaku

tindak pidana yang menggunakan senjata api illegal. Kadang-kadang

senjata api legal sering disalahgunakan oleh seseorang dalam

melakukan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan tertarik untuk

mengkaji lebih mendalam, yang akan disajikan dalam sebuah karya ilmiah
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yang berupa Skripsi dengan judul SANKSI PIDANA TERHADAP

PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG

MENYALAHGUNAKANNYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN

HILANGNYA NYAWA  SESEORANG

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang

menyalahgunakannya ?

2. Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan

senjata api legal?

C. Ruang Lingkup Tujuan

Agar penelitian dan pembahasan penulisan ini mencapai sasaran

maka perlu pembatasan ruang lingkup masalah. Berdasarkan

permasalahan pokok dalam skripsi ini, ruang lingkup permasalahan yang

membicarakan “Sanksi Pidana sanksi pidana bagi pemilik senjata api

legal yang menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan hilangnya

nyawa seseorang”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk:
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1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang

menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa

seseorang.

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan supaya tidak terjadi

penyalahgunaan senjata api legal.

D. Kerangka Konseptual

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah

kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain

dari pihak berwajib2).

Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang

melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan

tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses

pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi3).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya

menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian

2) Andi Hamzah, 2019, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, hlm 12

3) http://www.wikipedia.org.id/pengertian-senjata-api, diakses
tanggal 21 september 2021
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komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap,

rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Penerbit Pradnya

Paramitha, Jakarta, 2017.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
1) Marpaung leden, 2019, Asas Teori  Praktik Hukum Pidana,

Sinar Grafika, Jakarta.
2) Moeljanto, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,

Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data

tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan

bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan

membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan
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hukum  primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan

permasalahan.

Teknik pengolahan data  dilakukan dengan cara menganalisis data

tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam

4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang,

permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang Pengertian

Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis

Tindak Pidana, Pengertian senjata Api dan Jenis-jenis

Sanksi Pidana

Bab Ketiga Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil

penelitian yang secara khusus menguraikan dan

menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan

skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.
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